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PERATURAN DAERAH PROPTNST KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 06 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUXKAN PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN PROPINSI
KALTMANTAN TIMJR

[vi]

on

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KAL IMANTAN TTMUR,

. bahwa perkebunan merupakan salah satu sektor kegiatan

perekonomian vang mempunyai peran penting sebagai szalah satu
sumber Pendapatan Asli Daerah dalam peningkatan pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tsnaga kerja ;

bahwa pengembangan perkebunan di Propinsi Kalimantan Timur
diarahkan untuk mewujudkan usaha perkepunan yang efisian di
daerah dalam menciptakan ikiim usaha perkebunan yang kondusif;

. bahwa untuk menunjang terwujudnya hal-hal ftersebut diatas,

maka dipandang perlu untuk membentuk Perusahaan Daerah
Paerkebunan di Propinsi Kalimantan Timur, vang diteftapkan
dengan peraturan dasrah.

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1856 tentang Pembentukan Dasrah-

Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan
dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 85;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1108) ;

Undang~Undang Nomor 5 Tahun 18862 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2387);

Ungang-Undang Nomor 12 Tahun 1932  ftentang Sistem Budidayva
Tanaman (Lambaran Negara Tahun 1992 Nomor 46; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3478)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 teniang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 80C; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3833) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1998 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Undang~Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Neoara
yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahurnt 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);
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Menaetapkan
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7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1989 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 387);

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1989 tentang

Kepengurusan Badan Usaha MiliK Daerah;

Kepuiusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan

Timur Nomor 05 Tahun 2000 tentang persetujuan DPRD Propinsi

Katimantan Timur terhadap 3 (tiga)} buah Peraturan Daerah
tentang Perusahaan Daerah Pertambhangan, Kehutanan dan
perkebunan Propinsi Kalimantan Timur.

Bengan parsetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINST KALITMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN

1 PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAFRAH PERKEBLUNAN
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan
. Dasrah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Timur ;

. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat

Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Esekuiif Daerah ;

. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur ;

. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Perkebunan Propinsi

Kalimantan Timur ;

Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi
Perusahaan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengandalian dengan maksugd agar Perusahaan Daerah yang
bersangkutan dapat melaksanakan fugas dan fungsinyva secara
berdayaguna dan berhasilguna serta dapat berkembang dengan
baik ;

. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian tearhadap

Perusahaan Daerah dengan tujuan agar Perusahaan Daerah
tersebut melaksanakan funasinya dengan baik dan berhasil
mencapai tujuan yang telah ditetapkan ;

. Pemeriksaan adalan kegiatan uniuk menilai Perusahaan Daerah

dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya
dengan keadaan yang seharusnya dilakukan. baik dalam bidang
keuangan dan atau dalam bidang teknis operasicnal ;
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. Direksi adaiah Direksi Perusahaan Daerah Perkebunan Propinsi

Kalimantan Timur :

r

. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah

Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur -

. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Perkebunan Propinsi

Kalimantan 7imur.

BAB II
KETENTUAN PENDIRTAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerah :
Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam avat (1} adalah
berbentuk Badan Hukum vang berhak melaksanakan usahanya
berdasarkan Peraturan perundang~undangan yang berlaku;

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3
Perusahaan Daerah barkedudukan di Tbukota Propinsi Kalimantan
Timur Samarinda dan mempunyai Kantor Perwakilan/Cabang
bardasarkan ksbutuhan.
Parusahaan Daerah dapat mengadakan dan mempunyai hubungan
korespondesi didaiam dan diluar Negeri.

BAR IV

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

Perusahaan Daerah ber{uiuan

a. malaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program
Pemerintah Daerah dibidang Pembangunan dan Perekonomian
Dagrah;

b. meningkatkan Pendapatan Asti Daerah (PAD) ;

Untuk mancapai tujuan tersebut diatas Perusahaan Oaserah
menjalankan usaha dibidang :

a. budidaya perkebunan mancakup Xkegiatan-kegiatan
pembibitan/pengusahaan benih, penanaman, perubahan jenis
tanaman, penganekaragaman jenis tanaman.

b. industri pengolahan hasil perkabunan.

C. jasa penunjang perkebunan.
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RAR V¥
MODAL DASAR

Pasal 5
(1) Modal Dasar Perusahaan Dasrah sebesar Rp. 5.000.000.000,-
(Lima Milyar Rupiah} yang seluruhnya merupakan penyertaan
modal Pemerintah Daerah dan merupakan kekayaan Pemerintah
Daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas 1.000 (seribu)
lembar saham, dengan nilai nominal Rp 5.000.000,- (lima juta

rupiah) per Tlembar.

(2) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LMUM

Pasal 6

(1) Pambinaan dan Pengawasan Umum terhadap Perusahaan Daerzh
dilakukan oteh Gubarnur ;

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Sebagaimana
dimaksud dalam avat (1), Gubernur dibantu oleh Sekretaris
Daerah.

BAR  VII
KEPENGURUSAN

Pasal 7

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri atas :
a. Direksi;
h. Radan Pengawas.
Bagian Pertama
Direksi
Pasal 8

Direksi terdiri atas seorang Direktur Utama vang dibantu oleh
paling banyak 3 (tiga) crang Direktur,
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Paragraf 1
Tugas dan Wewenang

Pasal ©

Direksi mempunyai tugas :

. memimpin dan mengendal ikan semua kegiaian Perusahaan Dasrah;
. menvampaikan rencana keria 5 (lima) tahunan dan rencana kerja

Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas
untuk mendapai pengesahan;
melakukan perubahan fterhadap program kerja setelah mendapat
persatujuan Badan Pangawas:

. membina pegawai;
. meangurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah:
. menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, pemasaran dan

produksi:

. mewakili Perusahaan Daerah baik didalam maupun diluar

Pengadi tan,

. menyampaikan laporan berkaia mengenai seluruh kegiatan

termasuk Neraca dan Perhifungan Laha Rugi kepada Badan
Pengawas.

Pasal 10

Direks: mampunyai wewahang .

. mengangkat can memberhentikan pegawai ;

mangangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai
dari iapatan dibawah Direksi;

. manandatangani Naraca Perhitungan Laba Rugi;

menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 11

Direksi memerlukan persatujuan dari Badan Pengawas dalam hail

a.

mangadakan perianjian-perjanjian kerjasama usaha afau
pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya
aset dan membebani anggaran Parusahaan Dasrabh;
memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda
bergerak dan atau tak bergerak milik Parusahaan Daerah;
penyertaan modal dalam perusabaan lain.

Paragraf 2
Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 12

{1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.

(2) Paling lambat 3 (tiga) buian setelah berakhirnya tahun Buku

Direksi menyampaikan Laporan Keuangan KkKapada Gubernur
melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan,
yang terdiri dari Neraca dan Perhitunagn l.aba/Rugi tahunan
setelah diaudit oleh Akuntan Publik;
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(3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan yang telah

(4)

mendapatkan pengesahan, Gubernur memberikan pembebasan
tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.

Paling Tambat 3 (tiga) hulan sebalum berakhirnya tahun Buku
Direksi telah mengajukan rencana kerja dan anggaran
Perusahaan Daerah.

(5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan

Pengawas belum mengesahkan rencana kerja dan anggaran
Perusahaan Daerah yang diajukan, dianggap telah disahkan,
Paragraf 3
Penghasilan dan Hak-Hak Direksi

Pasal 13

(1) Penghasilan Direksi terdiri atas :

(2)

a. Gaji.
b. Tuniangan.

Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam avat
(1) huruf b ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 4

Pasal 14

Hak Cuti

(1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai herikut:

(2)

(3)

(4}

a. cuti Tahunan selama 12 {dua belas) hari kerja;

B. cuti Besar/Cuti Panjang, selama 2 {(dua) bulan untuk setiap
safu kali masa jabatan;

¢. cuti bersalin selama 3 {tiga) buian bagi Qirekiris;

d. cuti alasan penting;

e, cuti Sakit,

Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf &, b dan ¢ dilaksanakan setelah mendapat perseiujuan
Gubernur atau peiabat vang ditunjuk.

Palaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam avat (1)
huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan
Badan Pengawas.

Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan
penuh dari Parusahaan Daerah.

Bagian Kedua

Badan Pengawas

Pasal 15

Badan Pengawas terdiri atas -

a.
b.
C.

1
1
1

(satu} orang Ketua merangkap Anggota.
(satu) orang Sekretaris.
(satu} orang Anggofia.
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Paragraf 1
Tugas dan Wewenang

Pasal 16

Badan Pengawas mempunyai tugas :

a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah.

b. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap
pengangkatan dan pemberhentian Direksi.

c. memberikan pendapat dan saran kepada Guhernur terhadap Progranm
Karja yang diajukan oleh Direksi.

d. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap Laporan
Neraca dan Perhitungan laba/Rugi.

. memberikan pendapat dan saran atas laporan Kinerja Perusahaan
Daerah,

Pasal 17
Badan Pengawas mempunyvai wewenang

a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan
tugas sesuai dengan program kerija yvang telah ditetapkan.
. memeriksa Diregkst yang diduga merugikan Perusahaan Daerah.
c. mangesahkan Rencana Keria dan Anggaran Perusahaan Daerah.
d. menerima dan mennlak pertanggung jawaban keuangan dan program
kerja Direksi tahun berjalan,

[«2

Pasal 18

(1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk
Sekretariat.

(2) Honorarirum Sekratariat ditetapkan oleh Badan Pengawas.

Paragraf 2
Penghasilan

Pasal 19

Badan Pengawas karena tugasnya menerima hcnhorarium.

Pasal 20

(1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat
puluh persen) dari penghasilan Direktur Umum.

{2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35%
(tiga puluh lima persen) dari pengahasilan Direktur Umum,

{3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30%
{(tiga puluh persen) dari pengahasiian Direkftur Umum,
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Pasal 21

Selain honorarium sebagaimana dimaksud Pasai 19 Badan pengawas
setiap tanun diberikan jasa produksi,

BAB WVIIT

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 27

Pengangkatan dan Pembarhentian terhadap :

a. Direksi.
b. Badan Pengawas.

(1)

(2)

{3)

(4)

Bagian Pertama
Perigangkatan dan Pembserhentian Direksi
Paragraf 1
Pengangkatan Direksi

Pasal 23

Direksi: diangka!t oleh Gubernur diutamakan dari swasta atas
usul Badan Pengawas berdasarkan rekomendasi lembaga
independen dan profesional.

Datam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
bukan berasal dari swasta, maka vyang bersangkutan harus
meiepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi
persyaratan sabagai berikut :

a. diutamakan Putra Daerah maempunvai pendidikan paling
kurang Diplema 3 ( D3 ).

b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (1ima) tahun
diperusahaan vyang dibuktikan dengan surat keterangan
(referengi) dari perusahaan sebslumnya dengan penilaian
baik.

c. membuat dan menvajikan proposal tentang visi,misi dan
strategi perusahaan.

d. Tulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test)
vang dilaksanakan oleh lembaga indspenden dan
profesicnal yang ditunjuk Gubernur.

e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Gubernur atau
dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan
Pengawas lainnva sampai derajat ketiga baik menurut
garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
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Pasal 24

(1) Sesecrang dapat manduduki jabatan Direksi paling banyak 2

(dua} kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di
Perusahaan Daerah yang Dbersangkutan, kecuzali Direksi
diangkat menjadi Direktur ltama,

(2} Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun

sejak tanggal pengangkatannya.

(3) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti
mampu maningkatkan kirerja Perusahaan Daerah setiap tahun.

Paragraf 2
Pemberhentian Direksi

Pasal 25

Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Gubernur
maskipun masa jabatannya belum berakhir oleh karena :

a.
b.
C.

(1)

(2)

atas permintaan sendiri;

meninggal dunia;

gangguan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan
tugasnya;

. tidak melaksanakan tugasnhya sesuai dengan program kerja vyang

teiah ditetapkan;
terlibat dalam tindakan marugikan Perusahaan Dasrah;

. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang

telah mempunvai kekuatan hukum tstap.

Pasal 26

Apabila Direksi diduga melakukan =salah satu perbuatan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf ¢, d dan e Badan
Pangawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang
bersangkutan.

Apabila berdasarkan hasil pemerikeaan terhadap Direksi

sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukii, Badan Psngawas
gsegera melaporkan kepaga Gubernur.

Pasal 27

(1) Gubarnur paiing lama 12 (dua belas) hari kerja setelah

menerima hasil pemeriksaan Badan Pengawas sudah
mengeluarkan Xeputusan tentang Pemberhentian sebagai Direksi
bagi Direksi vyang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 25 huruf ¢, d dan e;
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(2} Dalam hal terjacdi pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam

(3)

(4)

{(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1), maka dilakukan hal-hal! sebagai berikut :

a. Direksi yang bersangkuian dapat mengajukan kebaratan
kenada Badan Pengawas dalam tenggang waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentiannya.

. Badan Pengawas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
menerima surat keberatan tersebut, sudah harus
mangaiuarkan rekomendasi dan menyampaikannya kepada
Gubernur,

. Gubernur dalam ftenggang waktu 20 (tiga puluh) hari sejak
menarima rekomendasi dari Badan Psngawas harus
mengeluarkan keputusan apakah menerima atau menolak
keheratan yang bersangkutan,

9]

Untuk kepentingan peradilan Direksi vang didakwa telah
melakukan suatu kejahatan/pelanggaran hukum pidana dan
bherbubung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan
tahanan ssmentara, maka mulai saat penahanannya Gubsrnur
harus mengeluarkan keputusan pembsrhentian sementara kepada
vang bersangkutan.

Hal-hal yang menyangkut pemberhentian sementara Direkss,
akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

Apabila Direksi +tersebut dinyatakan bersalah berdasarkan
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tatap, maka
yang bersangkutan diberheniikan sebagai Direksi.

Apahila Direks? sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan
tidak bersalah berdasarkan nutusan psangadilan vang
berkekuatan hukum t=tap, maka pemberhentian sementara vang
harsangkutan gagera dicabut dan diangkat kembali sabagai
Direksi.

Pasal 78

Direksi vang dibsrhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal
25 huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat.

Direksi vang diberhentikan sshagaimana dimaksud pada Pasal
25 huruf d,e dan f diberhentikan dengan tidak hormat.

Direksi yang diberhenfikan sebagaimana dimaksud pada Pasal
25 huruf b selain diberikan uang duka sshesar 3 (tiga) kali
penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan
uang penghargasn vang bhesarnya ditefapkan sgecara
proporsionail sasuail masa jabatannya.

Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal
25 hwuruf ¢ selsin dihsrikan uang pesangon sebesar 5 (lima)
kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga
diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara
proporsional sesuai masa Jabatannva.

Direksi yang berhenti karena habis masa jabatarnnya dan fidak

diangkat kambali diberikan uang penghargaan sesuai dengan
kemamplian Perusahaan Daerah.
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Pasal 29

Paling lama 3 (tiga) buianh sebelum masa jabatan Direksi
berakhir Badan Pengawas sudah mengajukan Calon Dirsksi kepada
Gubernur.

Pasal 30

{1) Gubernur mengangkat Pelaksana Tugas (PTt), apabila Direksi
dibasrhentikan sehelum masAa jabatannya berakhir.

(?) Penaangkatan Pelaksana Tugas (Pl1t) ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur untuk masa jabatan paling tama 3 {(tiga)
bulan,

Pasal 3t

Direksi tidak bolah memangku jabatan rangkap.

Pasal 32

Apabila dalam 2 {dua) tahun berturut-turut nDireksi tidak mampu
meningkatkan kinaria Perusahaan, Gubernur dapat mengganti
Direksi.

Pasal 32

Direksi vang akan melakukan Perjalanan Dinas harus mendapat
ijin Gubernur.

gagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan Badan Pengawas
Pasal 34
f1) Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur

{2) Padan Pencawas sebagaimana dimaksud dalam avat {1) berasal
dari orang vyang profesional sesuai dengan bidang usabha
Perusahaan Daerah yang bersangkutan,

{3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi
persyvaratan sebagai berikuf -

a. Tulus uji kelavakan dan kepaftutan {fit and profer test)

vang dilaksanakan oleh lembaga indepsnden dan profesional

vang dituniuk Gubarnur;

menyediakan waktu vang cukup;

¢. tidak terikat hubungan kasluarga dengan Gubernur atau
dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai
derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping
termasuk menantu dan ipar.

j=2

{4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) ditetapkan dengan Keputiusan Gubernur.
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Pasal 35

{1) Badan Pengawas diangkat paling banvak 2 (dua) kali masa
jabatan.

(2) Masa jabatan BRadan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga)
tahun.

3} Pengangkatan Badan Pengawas vang kedua kali dilakukan
apacila :

&. mampu Jengawasi Perusda sesusi dengan program Kerja.

L. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Parusahaan
Daerain mampu bersaing dengan Perusahaan l1ainnya.

¢. mampu membarikan perdapat mengenai peluang usaha yang
menguntungkan dimasa yang akan datang.

Paragraf 2
Pemberhent ian Badan Pengawas
Pasal 26

Badan Perigawas dapat diberhentikan oleh Gubernur meskipun
masa iabatarnva belum berakhir oleh kKarena

a. atas pemintasn sendiri;

b. meninggal dunia;

€. gangouan kasshatan sanhingga tidak dapat melaksanakan

tugasnya;

fidak melaksanakar tucas dan wewenangnya;

g. 1Terlibat dalam fTindakan vang m=rugikan Perusahaan
Daerah;

f. dinukum pidana berdasarkan outusan Pengadilan Negeri
vang telah menpunval kekuatan hukum yvang tetap.

o

Fasal 37

(1) Apabila Badan "engawas diduga melakukan salah satu
perbuatan sehbacaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf ¢, d
dan =, Oubernur segera melakukan Pemeriksaan terhadap yang
barsangkutan.

(2) Apabila bsrdasarkan hasil pemeiriksaan, Sadan Pengawas
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti melakukan
perbuatan yang oituduhkan, Gubernur paling lama 12 (dua
balas) hari karja segera mengeliuarkan Keputusan tentang
pembernentian sebaga’ Badan Pengawas.

(3) Dalam hal teriadi pemherhentian sebagaimana dimaksud dalam
ayar (2), maka dilakukan hal-hal sebagai berikut

a. Anggota Badan Psngawas yanyg bersangkutan dapaf
mengajukan kebaratan kepada Gubernur dalam tenggang
waktu 20 (tiga puluh) hari saiak diterimanya keputusan
nembarhantiannya.
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b. Gubernur dalam tenggang wakiu 30 (tiga puluh) hari sejak
menerima surat keheratan terssbut, sudah harus
mengrluarkan keputusan apakah menerima atau menclak
keberatan vana bersangkutan.

(4) tintuk kepentingan geradilan, anggo*a Badan Pengawas yang
didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran hukum
pidana dan berhubung dengan itu <oleh pihak vang berwajib
dikenskan tahanan sementzra, maka mulai saat penahanannva
Gubernur harus mengeluarkan keputusan pemberhentian
sementara kepadz vang hersanakutan.

(5) Hal-hal vyang menyanckut pembarhentian sementara anggota
Badan Pengawas, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan
Gubernur.

(8) Apabila anggota Radan Pengawas tersebut dinyatakan hersalah
hardasarkan nutusan Pengadilan yang mempunyai kakuatan
hulkum tetzp, maka vang bersangkutan diberhentikan ssbagai
angaatz Radan Pengawas.

{7) Apabila anggota Badan Pengawas tersebut dinvatakan tidak
harealah bhardasarkan nsutusan pengaddilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap, maka psmberhentian sementara yang
harsangkutan saosra dicahut dan diangkat kembali sehagai
anggota Radan Perczwas.

Pasal 38

(1) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai
dan Tenaaa Kerja lairnva ditetapkan paling banyak 20% dari
laha bersih tahun vang bersangkutan setelah di audit.

(2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimeksud dalam ayat (1)
ditetapkan cleh Direksi,

Pasal 3¢

Dana Refresentatif disadiakan dari Anggaran Perusahaan paling
tinggi 75% dari jumlah penanasitan Direksi dalam satu tahun yang
diterima pada bulan terakhir dan npahdggunaannya diatur oleh
Direksi.

BAR TX
KONTROL PAMERTKSAAN
Pasal 40
(1) Dehgan tidak mengurangi hak Iinsiansi dan badan Tainnya yang

menurut Peraturan Perundano—undangan vang berlaku berwenang
mengadakan penvelidikan dan pemeriksaan tentang segala
sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan Perusshaan Daerah,
Gubernur dapat meminta Akuntan Pub’ik dan/atau Akuntan Negara
untuk melakukan penyelidikan dan pameriksaan fterhadap
kepenglirusan nerusahaan daerah sarta pertanggungjawabennya.

(2) Hasil kentrol/pemeriksaan disampaikan kepada Badan Penagawas.
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BAB X \
TANGEUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTT RUGT
Pasal 41

(1) Badan Pengawas dan semua Pegawai, termasuk Anggota Direksi
yang dibesbani tugas menvimpan vang, surat-surat berharga dan
barang-harang inventaris milik pesrusahaan dasrah, karsna
tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan
tugas yang dibebankan kepada mereka langsung atau tidak
langsung telah menimbulkan kerugian hagi Parusahaan Daerah,
diwajibkan mangganti kerugian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

(2) Semua Pegawai vang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran
atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik
Perusahaan Daerah dan barang~barang 1inventaris milik
Perusahar: Daesrab vang disimpan didalam gudang atau tsmpat
penyimpanan khusus yang semata-mata digunakan untuk keperluan
itu diwajibkan mamherikan pertanggungiawaban tentang
pelaksanaan tugasnva kepada Gubernur.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) vang tidak
memberikan pertanggung]awaban mengenai pelaiksanaan tugasnya
kepada Gubernur, difuntut secuai dengan ketentuan perafuran
perundang-undangarn vang berlaku.

(4) Semuza surat bukti dan lainnya bagaimanapun sifatnva vang
termasuk bilangan Tata Buku dan Administrasi Perusahaan
Daerah disimpan ditempat atau pada Badan lain yang ditunjuk
olen Gubernur kecuali jika untuk kepentingan sesuatu
pemeriksaan.

{8) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan Pajak
dan kontrole Akun®an pada umumnva surat bukti dan surat
lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) untuk sementara
dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Publik dan/atau Akutan
Negara.

pAB  XI
KELEMBAGAAN
Pasal 42
Susunar Oraanisasi dan Tata Kerja Perusahaan Dasrah ditetapkan

dengan Keputusan Gubsrhur sasuai dengan peraturan pearundang-
undangan yang berlaku.

BAB XIT
TAHUN BUKL DAN AWNGGARAN PERUSAHAAN DAFRAH
Pasal 43

Tahun buku Perusanaan NDaerah adalah Tahun Taxwin,
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Fazal 44

(1) Pating Jambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum parmulaan
tahun huka, Direks? mengajukan Renzana Anggaran Perusahaan
untuk fanur bulkn vang bersangkutan guna mendapatkan
parsetuiuan Gubernur setelah mendapat pertimbangan Badan
Pangawsas.

(2) Pengajuan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku vang
bersangkiitan, bary dapst dilaksanakan setslah mendapat
persetijuan Guberrur,

gAR - XITI

LAPORAM PERHTTUNGAN HASTL USAHA BERKALA
NaM KEGTATAN PERUSAHAANM DAERSH

Pasal a&
Laporan perhitimaan Us=ha berkala dan kegiatan Perusahaan Oaarah
diajukan oleh Direksi kepada Gubernur secara tertulis dan
tarperinni setian 3 (7imal bulan sskali dengan teinbusan kepada
Badan Pengawas.
BAB X1V
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 48
(1) Untuk tian tahun buku oleh Direksi diajukan perhitungan
tahunan vana terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi/iaba
kepada Subernur melalyi Badan Pengawas.

(2) Dalam Tlaporan terssbut harus diuraikan cara peniiaian Pos
dalam perhitungan tzhunan.

(3) Jika dalam waktu 3 f*t3ica) hulan setalah menerima perhitungan
tahunan 1tu olsh Gikernur tidak rliajtikan kebheratan fertuiis
maka parhitungsn tahunan ini disnggap *alah disahkan.

(4) Perhitungan sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan clsh
Gubernur,

(5) Lapnran Keuanaan tahunan (neraca, perhitungan rugi/laba)
dilakukan berdasarian hasil pemeriksaan Akuntan Publiik
dan/atau Aluntan Necara,

REIS I 4

PENETAPAN DAN PENGGUINAAN [ABA
SFRTA PRMBFRTAN JARS PROIUCGT

Pa=zai 47

(1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak beleh diadakan.
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(2} Penggunaan laba bersih, cadangan tujuan dan pengurangan lain
yang wajar dalam Perusahaan Daerah, ditetapkan sebagai
berikut

a. untuk Dana Pembangunan Daerah 30 %.
b. untuk Anagaran Relanja Daerah 25 %.
c. untuk Cadangan Umum, Sosial dan Pendidikan, Jasa
roduksi. Sumbangan Dana Pensiun dan Bantuan, vyang
besarnya masing-masing ditentukan dalam Kepuiusan Gubernur
barjumlah 45 %.

(3) Penggunaan laba untuk Cadangan Umum bilamana telah mencapai
Tujuannya dapai diatihkan kepada pembangunan lain sesuai
kKepentingan Pemerintah Daerah. ’

BAB XVI
KEPFGAWATAN
Pacal 48

(1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan golongan serta penghasilan
lain dari Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah diatur dengan
keputusan Gubernur, sesuail dengan Peraturan yang barlaku.

(2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pasgawai Perusahaan
Daerah seasuai denugan peraturan perundang-undangah yang
harlaku.

BaAR  XVIT
FEMBUEBARAN
Pasal 49

(1) Pembubaran Ferusanaan Daerah dan penuniukan likwiditornya
ditetapkan dengan Paraturan Daerah,

(2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah ssfelah diadakan 1ikwidasi
manjadi miiik Pamarintah Daerah.

{3) Pertanggungjawaban 1ikwidasi oleh Jlikwiditor disampaikan
kepada Pemsrintah Daerah yana membsrikan pembebasan
tanggungjawabh tentany pekerjaan yvang telah diselesaikan,

(4) Dalam hal likwidasi, Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) bertanggungjawab atas kerugian yang diderita
Pihak Ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena

Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan tidak
manggambharkan keadaan Perusahaan Daerah yang sabenarnya.

BRAR  XVITT
PEMBIAYAAN
Pasat 50

Segala biava yang dicerlukan untuk kegiatan Perusahaan Daerah
dibsbankan pada Anggaran Perusahaan Daetrah.
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BABR  XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 51

Dengan bGeriakunva Paraturan Dasran 1ni, maka usaha dibidang
perkabunan sebacaimana dimaksud pada Pasal 5 ayal (2) huruf a
Peraturan Darrah Propinsi Daerah Tingkat I Xalimantan Timur Nomor
5 Tahun 1945 Tentang Fembentukan Perusahaan Dasrah Malati Bhaktd
Satya Propinsi Daarah Tingwat T Kalimantan Timur dinyvatakan tidak
bariaku lagi.

EAB XX

BEETENTUAN FENUTUP
Pasal &/?

Paraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanogal diundangkan.

Agar supayz setian arang mengetahuinva. memerintahkan pangundanaan
Peraturan Dasrah ini dengan penemoatannya dalam Lembaran Daerah
Propinsi kalimantan Timur.

Diszhkan d- Samarinda
pada tanagal 31 Agustis 2000

SEKRETARIAT |
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 2000
TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSARAAN DAERAH PERKEBUNAN PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR

. UMUM

Salah satu upaya yang Terus menerus dilakukan Pemerintan Daerah adalah
menagali potensi dasrah untuk meningkatkan penerimaan dalam rangka kegiatan
axonomi dasrahn.

Sasuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1839 feniang Pemerintahan
haerah dalam Pasal 84 menvebutkan banwa Daeran dapat memiliki Badan Usaha
milik Daerah sesuai dengan peraliuran perundang-undangan dan pembentukannva
diatur dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan fugdas yang akan dicapai dengan
pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dimaksud melalui Peraturan Dasran ini
maka Peraturan Daeranh 1ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang
memberikan pedoman kebojaksanaan bagi Daeran dalam melaksanakan kegiatan
Parusahaan Daerah dimaksud.

Titik Oerat dari semua Keagiatan perusahaan harus ditujukan Kkearah
pembangunan Daerah khususnva dan pembanaunan ekonomi Nasional umumnya. Qleh
sebab i1tu maka sebagian laba vang diperoleh nantinya diharapkan untuk
kepantingan pembangunan Dasarah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jalas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Avat (2)

Cukup jelas

Fasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jslas

Pasal 8

Penyebutan nomenklatur Direktur ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
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Pasal 9

Cukur jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Paszl 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jalas
Fasal 16

Cukup jelas
Fasal 17

Cukup jelas
Pasai 18&

Cukun jeias
Pasal 18

Cukup jelas
Fasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Fasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Kriteria Putera Daerah akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah
barkonsultasi dengan DPRD.

Fasal 24

Cukup jelas
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Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26
Cukup
Pasal 27
Cukup
Pasal 28
Cukup
Pasal 29
Cukup
Pasal 30
Cukup
Pasal 31
Cukup
Pasal 32
Cukup

Pasal 33

jelas

jelas

jetas

jelas

jelas

jelas

ielas

Cukup jelas

Pasal 34
Cukup
Pasal 35
Cukup
Pasal 36
Cukup
Pasal 37
Cukup
Pasal 38
Cukup
Pasal 39
Cukup
Pasal 40

Cukup

ielas

jelas

jaias

jelas

ielas

jelas
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Pasal 41
Cukuo
Pasal 42
Cukup
Pasal 43
Cukun
Pasal 44
Cukun
Pasal 45
Cukun
Pasal 46
Cukup
Pasal 47
Cukun
Pasal 48
Cukun
Pasal 49
Cukup
Pasal 50
CLkun
Pasal 51
Cukun

Pasal &2

Cukun ie

ielas

iglas

ielas

ielas

jalas

ielas

jelas

ielas

inlas

ielas

ijelas
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